
BUPATIKARANGASEM 
PROVINSI BALI 

PERATURANBUPATIKARANGASEM 
NO MOR 41 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK TELADAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu memberikan 

apresiasi berupa penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan; 
b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib 

pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib 

Pajak Teladan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada 
Wajib Pajak Teladan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1555); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang ·Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
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Kabupaten Karangasem Nomor 2), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 4); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan {Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 
Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 

2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 

2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 
2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 15); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 
2011 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karangasem Tahu.n 2011 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 16); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 
2011 ten tang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK TELADAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem. 
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan 

air tanah. 
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak 

MBLB adalah Pajak atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumiuntuk 
dimanfaatkan 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanari yang disediakan oleh hotel. 
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

Restoran. 
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
penitipan kendaraan bermotor. 
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BAB III 
KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN 

Pasal 3 

(1) Kategori penghargaan kepada Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib 

pajak dengan kriteria tertentu meliputi : 
a. wajib Pajak Air Tanah; 
b. wajib Pajak MBLB; 

c. wajib Pajak BPHTB; 
d. wajib Pajak Penerangan Jalan; 
e. wajib Pajak Hotel; 
f. wajib Pajak Restoran; 

g. wajib Pajak Hiburan; 

h. wajib Pajak Reklame; 
1. wajib Pajak Parkir; dan 

j. wajib Pajak PBB-P2. 
(2) Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Pasal 4 

Penilaian Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan tingkat kepatuhan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi : 

a. tidak memiliki tunggakan atau piutang pajak; 
b. menyampaikan SPTPD tepat waktu; dan 
c. melakukan penyetoran pajak terutang tepat waktu. 

BAB IV 
TATA CARA PENILAIAN 

Pasal 5 

(1) Penilaian untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dilakukan berdasarkan data administrasi wajib pajak pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. data tunggakan atau piutang pajak; 
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b. data penyampaian SPTPD; dan 
c. data setoran pajak daerah. 

Pasal 6 

(1) Penilaian atas data tunggakan atau piutang pajak, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sampai dengan masa 

pajak bulan Desember Tahun Penilaian. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengidentifikasi 

data piutang wajib pajak. 

( 3) Wajib pajak dikeluarkan dari nominasi penilaian apabila terdapat 

tunggakan atau piutang pajak. 

Pasal 7 

(1) Penilaian data penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam periode masa pajak bulan Januari 
sampai dengan masa pajak bulan Desember. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai 
atau skor: 

a. penyampaian SPTPD pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan 
berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh); 

b. penyampaian SPTPD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan 
berikutnya diberikan nilai a tau skor 30 (tiga puluh); dan 

c. penyampaian SPTPD setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan 
nilai atau skor 20 (dua puluh). 

(3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran. 

(4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi 
dalam satu tahun pajak. 

Pasal 8 

(1) Penilaian data SSPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

c dilakukan dalam periode masa pajak bulan Januari sampai dengan 
masa pajak bulan Desember. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai 
atau skor: 
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a. penyetoran masa pajak pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 

bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh); 

b. penyetoran masa pajak pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 
bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan 

c. penyetoran masa pajak setelah tanggal 25 bulan berikutnya 
diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh). 

(3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran. 

(4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi 

dalam satu tahun pajak. 

Pasal 9 

(1) Wajib Pajak Teladan ditentukan berdasarkan Peringkat Penilaian yaitu 

mengacu padajumlah skor yang diperoleh. 

(2) Apabila terdapat Wajib Pajak yang memperoleh skor yang sama, maka 
peringkat penilaian ditentukan dengan membandingkan jumlah nilai 

pajak yang disetorkan dalam satu tahun pajak. 

BABV 

TIM PENILAI 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan, maka 
perlu membentuk Tim Penilai Wajib Pajak Teladan. 

(2) Tim Penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

b. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah; 

c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah; dan 

d. Unsur Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(3) Tim Penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memiliki tugas : 

a. menyusun dan menetapkan prosedur penilaian Wajib Pajak; 



nrerq rep ueye~up uep nqeo!p (OZ IOU1ON 

910 unueL uroseuery uodnqey ueroe erg) uepepoL ref qfe 
epedoy ueeBreuBuod ueroqurod er eey 8ueua 9IO UnUeL OZ IOUION 

urseBuery pedng uemer 'nreoq remnur put pedng umero es eped 

I Tes] 

dnLnNd NVLNLIY 

IIA &VI 

ueroe Buequre1 ere[d 
uep ueeBruuad ureed ednroq uepejaL mefe qtfe epedon ueeBruuod 

II Tsed 

NVVOHVHONSId 

IA V 

gedng uesnndoy ueuop ueyde1opp 
(t) efe eped pnsrep eueueBeqos uepea] me[d q! [ud UL, (+) 

·ueBuepun -- Suepun.rod ue.me.rod 
pensos ueuesyepod pseu uey.ode[our uep qeef 8Bun8Bue1q 'p 

uep ':upe[oL refed qfeM epedox uee8Breuuod 
ueroquod edeouo4 Bueuo pedng uesnndoy ueueouer unsnKuouI 'o 

'uepeua [se eroy y1og 
urepep ueyBuenuour eros refer qfeM depeuro uepuod uereyou 'q 

O1 



It MONON LIO NHVL NISVDNVHVY NHLVI&IVY HVHIVG VLII3Ia 

IGVIN VANGV 33D I 

'W3SVDNV8V)! N3,VdflHV)! HV>I! srav.1.,rnaas 
LIO L [e8Bue eped 

e.mdeury Ip ue8upun 

IHLvnS Svw Av LSD I ID 

-..t£, 
LO Inf L Te8Bue eped 

emdepuy Ip ueydeo 

uoseBue.rey 

uoednqey ueroe euroa uepep efuueedurouod ueBuop u pedng 

uere.ro ueBuepun8uod ueyueurourou 'eKuueoBuour Buero demos 1e8y 

·ueyuepunp peBue eped neoq re[nur u pedng ue.me.rod 

€I Iese4 

II 


